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ABSTRAK 

 Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah, pemerintahan daerah diatur 

dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan 

Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, 

dan kota dipilih secara demokratis. Tidak ada sama sekali mengatur tentang 

keberadaan Wakil Kepala Daerah. Selain tidak diaturnya kedudukan Wakil Kepala 

Daerah dalam konstitusi bahkan dalam Pasal 66 dan pasal 67 Undang - Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur tentang tugas 

dan kewajiban Wakil Kepala Daerah, tidak ada mengatur tentang kewenangan Wakil 

Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah normative legal research 

yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, 

sekunder, tersier baik berupa perundang – undangan dan teori – teori hukum. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Analisis data dilakukan secara normatif 

kualitatif terhadap bahan – bahan hukum yang terkumpul. Berdasarkan penelitian 

dapat diketahui bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah tidaklah inkonstitusional, 

pengaturan kedudukan wakil kepala daerah dalam perturan perundang – undangan 

memperoleh legitimasi hukum dari Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Tugas dan wewenanang wakil kepala daerah bersifat umum kekuasaan penuh ada di 

tangan kepala daerah dan akhirnya memunculkan kegamanagan wakil dalam 

bertindak. Dimana dalam menjalankan tugas tersebut wakil kepala daerah 

bertanggungjawab kepada kepala daerah. Hal ini menunjukkan kedudukan wakil 

kepala daerah tidak setara dengan kepala daerah dan bahkan menyiratkan posisi 

sebagai subordinate, sedangkan dalam proses penentuan calon kepala daerah dan 

wakil kepala daerah ditentukan dalam satu paket pencalonan yang mana 

menempatkan bahwa calon wakil kepala daerah memiliki kedudukan yang setara 

dengan calon kepala daerah. Kedudukan Wakil Kepala Daerah tidaklah sekuat Kepala 

Daerah, dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah sangatlah 

minim dan hampir tergantung pada kearifan Kepala Daerah untuk memberikan tugas 

dan wewenang kepada Wakil Kepala Daerah. 


